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Ilustrasi 



Al Ghazali 

Nama Lengkap 
.   

Tahun Lahir 

Pemikiran ekonomi: al-Din, al- 

Mustashfa, Mizan Al- „Amal, dan At- 

Tibr al Masbuk fi Nasihat Al Muluk.  

300 Karya tulis dalam 

berbagai disiplin ilmu 

Karya Pemikiran Ekonomi 

Abu Hamid Muhammad bin 

Muhammad al-Tusi al Ghazali  
Lahir 450 H/1058 M 

Di sebuah desa dekat Tus, Persia 



Pemikiran Ekonomi Al Ghazali 

Pertukaran sukarela dan evolusi pasar 

1 2 
3 4 

a. Permintaan,penawaran,harga,dan laba 

b. Etika perilaku pasar 

Produksi barang 

a. Produksi barang-barang kebutuhan 

dasar sebagai kewajiban sosial  

b. Hierarki produksi  

c. Tahapan produksi,spesialisasi,dan 

keterkaitannya 

a. Problema Barter dan kebutuhan terhadap 

uang  

b. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan 

bertentangan dengan hukum illahi. 

c. Pemalsuan dan penurunan nilai uang  

d. Larangan Riba‟ 

Peran Negara dan Keuangan Publik 

a. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, 

kedamaian, dan stabilitas  

b. Keuangan publik (sumber negara, utang 

publik, dan pengeluaran publik) 

Barter dan Evolusi barang 



Permintaan, penawaran, Harga dan laba 

Laba normal 5-10% dengan 

dorongan laba akhirat 

Konsep elastisitas permintaan 

Al-tsaman al- adil (harga yang adil) atau 

Equilibrium price (harga keseimbangan)  

Kurva Penawaran 

Pertukaran sukarela dan evolusi pasar 

Jika petani tidak mendapatkan pembeli 

dan barangnya, ia akan menjualnya pada 

harga yang lebih murah 

Kurva Permintaan 

Harga dapat diturunkan dengan mengurangi 

permintaan 

Mengurangi margin keuntungan dengan 

menjual pada harga yang lebih murah akan 

meningkatkan volume penjualan dan ini pada 

gilirannya akan meningkatkan keuntungan”. 

Al-Ghazali juga menyadari permintaan  

“harga inelastis” 
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Etika Perilaku Pasar 

Larangan Pemalsuan 

Larngan Penipuan 

Pasar harus berfungsi berdasarkan etika 

dan moral para pelakunya 

Larangan mengambil keuntungan 

dengan cara menimbun makanan 

dan barang-barang kebutuhan dasar 

lainnya 

Pertukaran sukarela dan evolusi pasar 

Larangan Manipulasi Harga 

1 

Larangan Penimbunan 



Negara harus bertanggung jawab dalam menjamin 

kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-

barang pokok 

Produksi barang-barang kebutuhan 

dasar sebagai kewajiban sosial  

2 Aktivitas Produksi  

Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga 

kelangsungan hidup manusia  

Aktivitas penyokong, yaitu aktifitas yang bersifat 

tambahan bagi industri dasar.  

Aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan 

dengan industri dasar 

Hierarki Produksi  

Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam 

mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan 

kerja sama 

Tahapan Produksi, Spesialisasi, dan 

Keterkaitannya 
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Pemalsuan dan penurunan nilai 

uang  

3 Barter dan Evolusi barang 

Problema Barter dan kebutuhan 

terhadap uang  

Uang yang tidak bermanfaat dan 

penimbunan bertentangan 

dengan hukum illahi 

Larangan Riba 

1. Kurang memiliki angka penyebut yang 

sama (Lack of common denominator)  

2. Barang tidak dapat dibagi-bagi 

(Indivisibility of goods)  

3. Keharusan adanya dua keinginan yang 

sama (double coincidence of wants) 

Larangan praktek pemalsuan oleh 

perorangan yang mengakibatkan 

penurunan nilai, karena mencampur logam 

kelas rendah dengan koin emas atau 

perak, atau mengikis muatan 

Uang tidak diinginkan karena uang itu 

sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika 

digunakan dalam pertukaran. 

Mengutuk penimbun uang 

Riba merupakan praktik penyalahgunaan 

fungsi uang yang berbahaya, 

sebagaimana penimbunan barang untuk 

kepentingan individua 



Peran Negara dan Keuangan Publik 

1. Sumber dari Muslim (Zakat, Sadaqah, Fa‟i) 

2. Sumber dari non-Muslim (Ghanimah, Fa‟I, 

Jizyah, upeti) 

Sumber Pendapatan Negara 

Pajak tergantung pada kondisi keuangan 

negara dengan prinsip untuk membela 

negara islam, untuk menciptakan 

kesejahteraan umu 

Pajak 

Pinjaman Publik 

.     

Peran Negara 

Mendukung al-hisabah 

Prinsipnya didasarkan pada Mashlahah, 

keadilan, kemamanan negara dan 

kemakmuran rakyat 

Pengeluaran Publik 
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Negara harus mengambil tindakan untuk 

menegakan kondisi keamanan secara 

internal dan eksternal. 

Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk 

menjamin pembayaran kembali dari pendapatan 

dimasa yang akan datang. 

Sebuah badan pengawas berfungsi 

mengawasi praktik pasar yang merugikan 



Ibnu Taimiyah 

Ilustrasi 



Ibnu Taimiyah 

Nama Lengkap 
.   

Tahun Lahir 

Karya sekitar 500 dalam 

berbagai disiplin ilmu 

Karya Pemikiran Ekonomi 

Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-

Halim bin Abdi Salam bin Taimiyah 
Harran 22 januari 1263 M  

(10 Rabiul Awwal 661) 

al Hisbah fi al Islam (Lembaga 

Hisbah dalam Islam) dan al Siyasah 

al Syar‟iyyah fi Ishlah al Ra‟Iwa al 

Ra‟iyah (Hukum Publik dan Privat 

dalam Islam) 



Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah 

Mekanisme Pasar 

Mekanisme Harga 

Hak Kekayaan 

Regulasi Harga 

Peranan Pemerintah 

Dalam Kebijakan  

Ekonomi 

Uang dan Kebijakan  

Moneter 



Mekanisme Pasar 

Kenaikan harga disebabkan oleh ketidakadilan/malpraktek (zulm) 
para penjual, namun bukan satu-satunya penyebab. 

Terdapat dua sumber  Persediaan yakni produksi  lokal dan 
barang import 

Perubahan penawaran (supply) digambarkan sebagai kenaikan atau 
penurunan dalam persediaan barang-barang baik produksi lokal maupun 
produksi impor 



Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Permintaan masyarakat (al-
ragabah) yang sangat 
bervariasi (people‟s desire)  

terhadap barang. 

Tergantung kepada jumlah 
orang yang membutuhkan 
barang 
(demander/consumer/tullab). 

Harga juga dipengaruhi oleh 
kuat lemahnya kebutuhan 
terhadap suatu barang 

Harga juga akan bervariasi 
menurut kualitas pembeli 
barang tersebut (al-mu‟awid) 

Tingkat harga juga 
dipengaruhi oleh jenis uang 
yang digunakan sebagai alat 
pembayaran 

Harga tergantung dengan 
kemampuan membayar 



Mekanisme Harga 

Kompensasi yang 

setara/adil (‘iwad al-mitsl) 

Penggantian sepadan yang 

merupakan nilai harga yang 

setara dari sebuah benda 

menurut adat kebiasaan 

Harga yang setara/adil 

(tsaman al-mitsl) 

Nilai harga dimana orang-orang 

menjual barangnya dapat diterima 

secara umum sebagai hal yang 

sepadan dengan barang yang dijual 

itu ataupun barang-barang yang 

sejenis lainnya di tempat dan waktu 

tertentu 



Pasar Tidak Sempurna 

Merekomendasikan penetapan 

harga oleh pemerintah. 

Regulasi Harga 

Penetapan harga yang tidak adil 

dan cacat hukum 

Penetapan harga yang adil dan sah 

menurut hukum 

Jenis Penetapan Harga  

Menentang peraturan yang 

berlebihan ketika kekuatan pasar 

secara bebas bekerja untuk 

menentukan harga yang kompetitif 

Pemerintah harus 

menyelenggarakan musyawarah 

dengan para tokoh perwakilan 

dan pasar 

Musyawarah untuk 

Menetapkan Harga 

Pemerintah harus secara persuasif 

menawarkan ketetapan harga yang 

didukung oleh para peserta 

musyawarah, juga penduduk semuanya 

Pemerintah dianjurkan 

untuk mengadakan pengawasan 

terhadap harga yang 

beredar 



Hak 
Kekayaan 

Kekayaan 
Kolektif 

Kekayaan 
Negara 

Kekayaan 
Individu 



Peranan 
Pemerintah 

Dalam 
Kebijakan 
Ekonomi 

Mencegah berbuat 
mungkar 

Mengajak 
kebaikan 

Mensejahterakan 
Masyarakat 
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Pemalsuan dan penurunan nilai 

uang  

Uang dan Kebijakan Moneter 

Karakteristik dan Fungsi Uang 

Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata 

uang selain emas dan perak) sesuai dengan 

nilai yang adil (proporsional) atas transaksi 

masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman 

terhadap mereka 

Mata Uang yang Buruk akan 

Menyingkirkan Mata Uang yang 

Baik 

1. Uang sebagai pengukur nilai dan media 

pertukaran 

2. Uang bukan benda untuk 

diperdagangkan 

3. Pertukaran uang harus lengkap dan 

tanpa jeda  

Pemerintah seharusnya mencetak uang 

berdasarkan nilai riil-nya dan tidak 

membatalkan masa berlaku suatu mata 

uang 

Pencetakan Uang Sebagai  

Alat Tukar Resmi 

Akibat beredarnya mata uang lebih dari 

satu jenis pada saat itu dengan 

kandungan logam mulia yang berbeda 


